
WALI KOTA LUBUK LINGGAU 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU 

NOMOR r.. TAHUN 2023 

TENTANG 

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2024-2026 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA LUBUK LINGGAU, 

a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada 

Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; 

b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050/3499/SJ dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2024-2026; 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ten tang 

Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka 

Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Menengah Nasional 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan 

Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 ten tang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2007 Nomor 17); 

14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16); 
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15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2021 Nomor 13); 

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor l); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2024-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah 

Lubuk Linggau. 

3 . Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau. 

Kota 
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD 

adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. 

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah lnspektorat Kota Lubuk Linggau. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian 

dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat 

Bappedalitbang adalah Bappedalitbang Kota Lubuk 

Linggau. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang 

dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah 

dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2023. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Standar Pelayanan Minimal yang slanjutnya disingkat 

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah 

Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara 

minimal. 

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 
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14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya d isingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode I (satu) tahun. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program se bagai acuan dalam penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 2 

(1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 

se bagaimana tercan tum dalam Lam piran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

: Pendahuluan; 

: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 

Daerah; 

: Tujuan dan Sasaran; 

: Strategi dan Arah Kebijakan; 

: Strategi, Arah Kebijakan dan Program 

Prioritas; 

: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 

Program Perangkat Daerah; 

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

BABIX : PENUTUP. 



- 7 -

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal3 

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 

pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan 

kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap 

penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

PERUBAHAN RENSTRA 

PasalS 

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila: 

a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau 

Tahun 2024-2026; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara asums1 perencanaan dengan 

kondisi eksisting; 

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

kesenjangan yang signifikan antara target dan 

pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan 

d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain 

terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis 

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, 

pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau. 

Diundangkan di Lubuk Linggau 

pada tanggal, \\ A~r\\ ;103-3 

Ditetapkan di Lubuk Linggau 

pada tanggal, 11 APrl\ ~ 

WALi KOTA LUBUK LINGGAU, 

S.N. PRANA PUTRA SOHE 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU, 

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR T.. 

' 




